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Pengetahuan dan kesadaran hukum tentang perbedaan hukum pengangkatan 

anak tersebut seharusnya sudah diketahui dan disadari pada saat akan 

mengajukan perkara permohonan, sehingga mereka dapat dengan tepat 

memilih pengadilan mana yang akan memberikan penetapan, yang kemudian 

akan berdampak pada akibat hukum yang ditimbulkan. 
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